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PUTUSAN
Nomor 876 K/Pdt.Sus-PHI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam
tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:
DYAH LESTARI, bertempat tinggal di Gunung Gebang RT 01
RW 18, Nomor 35, Sumberharjo, Prambanan, Sleman,
Yogyakarta;
Pemohon Kasasi;
Lawan
PT PHAROS INDONESIA, diwakili oleh Presiden Direktur
Janto Kusmanto, berkedudukan di Gedung Pharos, Jalan
Limo Nomor 40, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan 12220, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Andi A. Nawawi dan kawan-kawan, Para Pekerja PT Pharos
Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April
2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat- surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Mensahkan penetapan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat
sejak 16 November 2017;

3. Memberikan kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja kepada

Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut:
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a) Uang Pesangon

1 x 6 x Rp6.700.000,00 = Rp40.200.000,00
b) Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp6.700.000,00 = Rp13.400.000,00
c) Uang Penggantian Hak

15% x Rp53.600.000,00 = Rp 8.040.000,00
d) Sisa Cuti

11 x Rp268.000,- = Rp 2.948.000,00 +

Jumlah = Rp64.588.000,00

Terbilang: (enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu
rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan
balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan
putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk
seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mempekerjakan kembali
Penggugat Rekonvensi;

3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan
wilayah/area kerja sesuai aturan produktivitas Jabatan Key Account
Manager seperti sebelum dipindahkan ke area saat terakhir bekerja;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi harus membayar upah proses selama
6 (enam) bulan upah dari bulan November 2017 sampai dengan bulan
Mei 2018 kepada Penggugat Rekonvensi yaitu dengan perincian sebagai
berikut, sebesar 6 x Rp8.307.875,00 = Rp49.847.875,00 (empat puluh
sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh
puluh lima rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada
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Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per
hari, setiap kali Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Beban seluruh biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang
berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan putusan Nomor 5/

Pdt.Sus-PHI/2018/PN Yyk., tanggal 5 Juli 2018 yang amarnya sebagai

berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat
terhadap Tergugat adalah sah;

3. Menghukum Penggugat untuk segera membayarkan uang kompensasi
akibat pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat total sebesar
Rp88.738.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh
delapan ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp311.000,00 (tiga
ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat

pada tanggal 16 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan

permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari
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Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Yyk.,
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial

Yogyakarta pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi
pada tanggal 25 Juli 2018, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan
jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal
24 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,
Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Yyk.;

Atau jika Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putuan yang seadil-

adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan
pertimbangan:

- Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan
hukum, karena Judex Facti telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua
belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam
memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidak bertentangan
dengan hukum dan/atau undang-undang;

- Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja telah sesuai dengan

ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
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Ketenagakerjaan, dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja antara
Penggugat dan Tergugat sudah berdasar hukum dan sah;

- Bahwa lagipula alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena
merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan
yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi DYAH LESTARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di
bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DYAH LESTARI
tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Maijelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E.,
M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam
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sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./ ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002
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